: | =--.;'P6'i'§§i§-'ﬁa'ﬁaém Demoka’aﬁsaSi-
' __Sebuahfpembacaan Uﬂang

_ :.DaEam kontestasn wacana politik, fidak berlebihan menempatk'
_ e poilSt pada jajaran depan bersama-sama partai politik dalam demokrat:sa
' -":.-'sebuah bahgsa Penjelasannya -- tanpa memandang sebelah mata institusi -
-'-:'-'Iam yang juga terlibat dalam merajut demokrasi -- kalau partai politik adalah}jz_-
';ns’trumen ‘artikulasi aspirasi masyarakat dalam mengisi ruang kebebasan
sebagar 1egmmas; kekuasaan demokratis, maka polisi menjadi garda depan
:pengendah perilaku dalam mengisi kebebasan itu?. Keadaban demokrass'
_merupakan persinggungan secara simultan antara kebebasan dengan""
bekerjanya aturan main. Ketertiban; kepatuhan terhadap aturan main di
satu sisi dan kebebasan di sisi lain merupakan conditio sine gua non bagl__'
demokras:. Kebebasan tanpa kepatuhan aturan main hanya mengundang'

sxstem sosial chaotic. :

Polisi dalarm konotasiyang akrab sebagai instrumen Negara {state), daiam
kaitan kiprahnya di tengah masyarakat hemat saya relefan untuk membuka
kemnbali bacaan lama yang kelihatannya sudah usang tentang gagasan Negéra .
Hobbesian. Perspektif ini sgaknya menempatkan resiko bahwa polisi bukan .
lagi “milik” masyarakat, karena ia adalah bagian dari entitas Negara. Tidak-
bisa eksistensi sesuatu ada di dua lokasi secara bersamaan. Belakangan
disadari betapa amat krusial bagi institusi polisi menarik hati masyarakat
dan menempatkan diri didalamnya, upaya ini bukan sekedar latah mengikuti |

1 Dirs. Sutrisno, M.Si adalah pengajar Sosiciogi pada PTIK, saat ini sedang mengikuti program 53 Sosiolegi FISIP UL .- -

2. . Dalamkerangka fikir Foucouit, seorang post- mcdemus asa| Perancis, pengendalian institusi kepalisian initertundukan
oleh. sosialisast masiv. masya

keamanan pada entitas insStusi ini, Seperti halnya tak dapat meletakkan moral;tas par.la entitas institusi keagamaan;
tak pula dapat meletakkar: gagasan yang jernik pada entitas institusi akademisi. Era dimana setan menjebol batas-
batas kelembagaan. Perjaianan modemiasi tentang deferensiash structural, sebagaimanz wejangan buku-buku ’
teks sekolahan, nyaris kehilangan relefansi, Entitas institusi kekuasaan lumpuh karena “kekuasaan telah meleleh,
tercerer ke mana-mana”; sebagian kekuasaan pada pemimpin yang dipilih secara demokratis, sebagian lagi pada -
para pemitik capital, bagian yang lain pada pars wanita {semacam Lewinski, Maria Eva, Anisa Bahar, Mayangsari],
dan jutaan wanita tanpa nama “what is in the name!”. Bagi Foucoult sex menempati ruang kekuasaan?
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_'okram tapi kondisi obyek#if sosiologis ketika éiejahat

' munghn Glgehsgam dalam satuinstitusi. Negara, dalam perspekiif hobbe an .

merupakan institusi paling bertanggungjawab atas pemelihara kearna_na_n

dan ke":er’m’ban. Proposisi ini mohon tidak dikutip terpenggal dari konsté;_l'a__si_
gagasan vang melingkupinys, Pengartdannya, kekacauan berkepahjai_héa:n'

dalam masyarakat, apapun benituknya, tak perlu lagi dicari dibalik: sbSék
masyarakat sebagaibiang keladi, karena (justru) Negara terindikasi bag:an dari
konflik. Maka masuk akal jika konflik berkepanjangan ditengah masyarakat,
negarapantas didakwa sebagai pelaku utama didalamnya. Negara(daiamterm
yangsantun; oknum Negarz) bermain didalamnya. Kondisi ini menempatkaﬂ
Negara berada dalam kebangkrutan dava (impotent of power). Tekstu
sulit” mencan rujukan legitimasi teoritiknya, tidak pula pada postur Negara
dalam wacana “Washington Consensus”,

Basa sa;a dalam perspekiif ini negara bias dalam mengambil stkap
sehmgga mencederai keadilan. Namun yang jauh lebih penting eks&stenst
Negara terletak pada ketegasannya mengambil sikap itu. Dimensi negara
sebaga: btang kerok ini dapat dilihat pada ilustrasi konflik Pilkada Maluku
Utara. Pal%ng tidak terdapat tiga tekstur negara yang melatari konflik ini.
Perrama ketidak jelasan aturan main {mult tafsir undang-undang). Kedua,
kelambanan Pemerintah dalam mengambil sikap tegas untuk menentukan
siapa pemenang kompetisi politik itu. Kelambanan pemerintah dalam
mangambil sikap adalah persoalan yang mudah ditarik pada ievel Negara,
karena institusi Negara yang bermarkas di Senayan tak lepas dari gelanggang
konflik-politik. Pertarungan dua kubu {(Abdul Gafur vs. Thaib Armain} itu
adalah kubu yang masing-masing dibelakangi Presiden {Partai Demokrat) dan
Wakil Presiden {Partai Gotkar}. Senayan berkepentingan terhadap siapa yang
unggul dalam pertarungan ini. Dan ketiga, faktor kinerja polisi.

i)éri_ tiga tekstur itu, faktor ketiga (kinerja polisi) hemat sava paling kecil
dosa untuk dialamatkan kesalahannya, karena toh faktor teknis lapangan
hampir bisa diterima betapa tidak sederhananya mencegah bakar-bakaran
rumah éii‘i: politiix daerah itu. Persoalan teknis kepolisian tidak steril dari

semata~-maia persoalan polisi an sich! Kesulitan teknis lapangan ini da!am
banyak hal harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, paling tidak lagi-lagi
menyangkut kontestasi posisi polisi dalam politik.
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L Kembait ke prinsip dasar gagasan, logika institusionalnya, Negara: iah""’
.:yang paimg bertanggung;awab mengelola kebebasan, bukan masyarakat i
"_Q-T;dak salah, ‘dalam kerangka fikir ini, berpendapat bahwa polisi selayaknya i
ménarlk 3arak dengan rakyat (atau masyarakat). Paling tidak, termsnoiogqf{f
"_tentang "etos menarik hati masyarakat” yang hari ini akrab dengan term
Perpohsnan Masyarakat tidak lagi relefan. Dalam perspektif Durkheemlan'!_-
- posisi insitusi polisi semacam ini menjelaskan kuatnya ketegasan sistem
“social orgamk Implikasinya, jika ada gagasan ke depan tentang ke:kutsertaan :
: "masyarakat da!am menilai kinerja polisi pada batas-batas tertentu pantas'f
“d erma‘j ulang Karena —dalam kerangka Durkhemman -- teiah ada mst;tus;.-_-'

"ang lebsh mendasar adalah perlunya di tubuh polisi membangun krtte__é__"
- yang jelas, ‘akurat dan transparan perihal pengukuran kinerja polisi, dengani_:
demikian agaknya dapat diterima keabsyahan mengabaikan suara pemtasan:
dari masyarakat. Ini tidak berarti institusi polisi menijadi entitas tertutup darn \
pengawasan. masyarakat yang ditengarai sebagai mencederai demokrasi, '

Kubu pernikiran ini masih menyisakan amunisi argumen dari serangan '
para penggiat demokrasi itu, bahwa arus demokratisasi yang menyusup jauh
pada mstrumen negara semacam polisi tidak berarti menyerahkan segalanya
pada ruang publik. Karena, justru adalah alami bahwa ruang publik pun
tersekat-sekat oleh kepentingan politik, utamanya ekonomi politk. :

. Refleksi atas tatapan Negara Hobbesian untuk membaca kiprah p_o'lis'E
dalam sisten tata kelola keamanan di sepanjang literatur kepustakaan
agaknya terdengar janggal. Bukan sekedar mengandung resiko kemungkman_
resistensi terhadap demokratisasi, penelusuran semacam ini meletakkan
sejarah lahirnya polisi selalu dalam kontek subordinasi dari sejarah kehadiran
negara (state)* . Polisi, dalam hal ini fungsi kepolisian, telah tebih dulu hadlr
dalam masyarakat sebelum ada negara. Kehadiran negara, terlepas apapun
bentuknya, tinggal merestui polisi sebagai bagiandariorgannya (remventmg) _

3., Disinilah menjadi diskusi berkepaniangan jika depertemukan dengan jaian fikiran John Locke, Bagi Hobbes, tak ada
ruang legmmas: normatif bagi rakyat {masyarakat) untuk meakukan pembangkangan terhadap negara. Pemikiran
agasan bahwa dalam banyak hal tindakan polisi tidak akan menjadi perscalan etik-moral
i TRaTERERTEy T

4. Dalam literatur civil society, pengertian ‘state” difahami sebagai term yang barseberangan dengan masyarakat
{society). Jadi, ia adalah entitas kecil yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Yang memisahian keduanya {state dan
civitsociety) adalah bahwa state mempunyai kelauasaan untuk melakukan memaksa, dan perfakuan pemaksaan dan
kekerasan yang direstui oleh masyarakat. Pengertian ini paralel dengan Max Weber. Dalam kerangka administratif
kekvasaan akhirmya perlu penjerninan praksis antara entitas Negara (dalam term webergian itu } dengan entitas
pemerintah. Tentu keduanya entitas yang berbeda.
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Bahka .'secara eﬁmofogrs pcﬁffea daiam termmlogt Yunanl yang mendas_an '

_.__'menﬁaé,uk%{an ns‘etus; kepohsfén' %cedaiam tubuh mth‘ter Amun;sx Wac
-demokras& vang 'terht‘cuns3 baru ‘dalam se;arah p&radaban tata keio!a negara
memperkuai: b@mu& cererensms& Strukmrai khususnya menyangkut aspek
hak asasi. Terakhir ini ‘melaki term’ ‘hak asasi yang melekat menyertai wacana
demokrasi men}ad! kekuaaan tak’ Lerkenaair mengontrol -bingkaisinstitusi
kepolisian. Utamanya men‘gangkm keterlibatan masyarakat warga _datam
setiap. institusi negara: ikon, yang diusungnya adalah bahwa setiap warga
negara: mempunyai hak vang sama dalam mengakses sumber kekuasaan
(politik). Logikanya, setiap lembaga negara harus tidak steril dari kontrol
masyarakat® . Sampai disini ditengarai sebagai sisi kemenangan !ib,ér_a!iéme.
Agaknya menjadi diskusi tak berujung memisahkan demokrasi dari liberalisme.
Meminjar Francis Fukuyama dalem The End o; Ideology , kemenangan
liberalime *ﬁerle‘{ak pada ”homogenisasz dan kematian sosizlisme, Yang luput
aar; ifaikulas Fukuyema barsarﬂaan dengan’ matmya ideologi sosialisme/
komumsme senas’ar tandmgar liberalisme adalah hadirnya sekat-sekat
ke_pentm_ga_n yang Lakt_erelakkan _pac%a tubuh masyarakat liberal. Sekatan kelas
sosial secara simultan hadir didafafnn\fé, dalam mekanisme kapitalis layaknya
gu'rita menarik {organ) Nega:’a termasuk didalamnya institusi keamanan
ke daiam proses akumulasi modai. Kondisi ini menegaskan kembali teori
Marx tentang ‘kontradiksi internal’. Dalam kontestzsi semacam ini menjadi
masuk akal untuk mengkhawatirkan kemungkinan hadirnya “Negara Penjaga
Malam”-nya John Locke, dimana polisi terjebak (hanya) melindungi. (haz‘ta)

. pada sekat masyarakat tertentu yang sanggup membayar.

5, Kerangka pernilkiran ini bukan tidak mengandung resike, bukan hanya karena Negara tetap harus mempunyai ruang
privasinya sendiri, namun lebih serius adelah menyangkut kontestasi masyarakat yang tersekat-sekat oleh kekuatan
kapital. Ruang privasi Negara ini hinggs kini masih belum mempunyai formatnya yang pas, barangkali penyelesaian
Ungang — Undang Kebebasan Informasi Publik akan segera menyeiesaikan persoalan.
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_;bayangkan kemungkman kuatnya kehadaran struktur rez
- dalam hubungan polisi'— masyarakat dalam ruang demokra
__-.-_Tentu relasi semacam ini adalah bentuk dominasi kelas sebagaimana yang
“dikhawatirkan Antonio Gramsci. Pendek-cerita persoalan mendasar reaksi
_pohswmasyarakat dalam alam demokrasi adalah dimensi emansipatoriknya. .
_’"Memm;am gaya perfikir Habermas, agaknya haram mempercayakan begztu
.'_'saja demokras: berjalan secara alami tanpa intervensi yang pro-populis: _:_:_
.Dalam banyak diskusi terucap bahwa falan semacam ini berarti “mengurangi”

mutu demokrasi! Paling tidak yang disarankan Habermas adalah penhngny'a-:-
' -'{_ﬂm_eiucutz +terlebin dahulu baju prosedural demokrasi untuk peluang
;':ke_t_e!anjangan aspek komunikatif didalamnya. Pada tataran ini, hemat saya "
" membuka kembali konsep Negara Hobbes sebagai balancing discourse sangat'_

diperlukan. {*)
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